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POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA (2) POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA (1) POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA (2) POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA (1)
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
Ter peny ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan |Ter peny ketertiban umum dan ketentraman Ter i p! aan ketertiban umum dan |Ter ketertiban umum dan
per agar terciptanya suatu yang il pemerintah, pemerintah masyarakat sesuai dengan peraturan per agar i Y sesuau dengan peraturan perundang- |ketentraman masyarakat sesual dengan peraturan perundang-
daerah, dan y dapat Ter dengan tentram, tertib dan teratur suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, agar iptanya suatu di yang agar tercip suatu dinamis yang
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan |memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat| memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
teratur dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur
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Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan
per g: agar terciptanya suatu di is yang pemerintah, pemerintah masyarakat sesuai dengan peraturan per g: agar Y sesuai dengan peraturan perundang- |ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
daerah, dan y dapat Ter dengan tentram, tertib dan teratur suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, agar iptanya suatu yang agar tercip suatu dinamis yang
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan memungklnkan pemermtah pemerlnlah daerah dan masyarakat memungklnkan pemerlntah pemerlntah daerah dan masyarakal
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SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
Ter y i peny ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan |Ter peny ketertiban umum dan ketentraman Ter p -aan ketertiban umum dan |Ter y i p! ketertiban umum dan Ter arsi di i i K dan dan penyajian arsip menjadi
per g: agar tercip suatu dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah masyarakat sesual dengan peraturan per agar p y sesual dengan peraturan perundang- |ketentraman masyarakat sesual dengan peraturan perundang- informasi
daerah, dan Y dapat Ter y dengan tentram, tertib dan teratur suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah agar suatu di is yang agar terciptanya suatu yang

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan

dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur
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dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

per g: agar terciptanya suatu is yang pemerintah, pemerintah masyarakat sesuai dengan peraturan per g: agar Y sesuai dengan peraturan perundang- |ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
daerah, dan y dapat Ter dengan tentram, tertib dan teratur suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, agar ptanya suatu di is yang agar tercip suatu dinamis yang
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan |memungkinkan pemermtah pemerintah daerah, dan masyarakat memungkinkan pemerlntah pemerintah daerah, dan masyarakat
teratur danat T denaan tentram_tertih dan danat T denoan tentram_tertib dan teratur
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per g: agar tercip suatu dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah masyarakat sesual dengan peraturan per agar p y sesual dengan peraturan perundang- | ketentraman masyarakat sesual dengan peraturan perundang- informasi
daerah, dan Y dapat Ter y dengan tentram, tertib dan teratur suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah agar suatu di is yang agar terciptanya suatu yang

per g
daerah, dan y

dapat Ter dengan tentram, tertib dan teratur

dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah,

agar iptanya suatu yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

agar tercip suatu dinamis yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan Jumlah k arsip d dan dan arsip i informasi
agar tercip suatu dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah masyarakat sesuai dengan peraturan pert agar p y sesuai dengan peraturan perundang- |ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
daerah, dan Y dapat Ter y dengan tentram, tertib dan teratur suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah agar suatu di is yang agar terciptanya suatu yang
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan |memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat| memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
teratur dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur
teratur
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teratur

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan

masyarakat sesuai dengan peraturan pert agar ip

suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur
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dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

agar suatu di is yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

agar terciptanya suatu yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
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daerah, dan Y dapat Ter y dengan tentram, tertib dan teratur suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah agar suatu di is yang agar terciptanya suatu di yang

dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan |memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat| memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
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per g: agar terciptanya suatu dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah masyarakat sesuai dengan peraturan pert agar iptany y sesuai dengan peraturan perundang- | ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
daerah, dan Y dapat Ter y dengan tentram, tertib dan teratur suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, agar suatu di yang agar terciptanya suatu dinamis yang

dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan
per g: agar terciptanya suatu dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah
daerah, dan y dapat Ter dengan tentram, tertib dan teratur

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat sesuai dengan peraturan per g: agar

suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan
Y sesuai dengan peraturan perundang-
agar iptanya suatu i is yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
agar terciptanya suatu dinamis yang

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

teratur dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan dapat Terlaksananya kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur
teratur
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Terlaksananya kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan konsep, draft dan bahan i|Ter y analisis dan dalam rangka peny Ter analisis dan peny Ter y analisis dan penelaahan dalam rangka
kebijakan di bidang polisi pamong praja konsep, draft dan bahan i peng pelaku usaha konsep, draft dan bahan rekomendasi kebijakan di bidang penyusunan rekomendasi di bidang produk hukum serta
serta Ter i y bahan dan penelahaan data obyek |pengamanan lingkungan ter i ian dan data di

P y
kerja di bidang pengawasan pelaku usaha bidang penindakan dan sarana operasi serta terlaksananya kegiatan

dan data di bidang penindakan dan

sarana operasi

Jumlah konsep, draft dan bahan laporan peny i ij terkait Kaki Lima, THPP  |Jumlah laporan analisis peny i ij Jumlah analisis di bidang Jumlah laporan analisis rekomendasi produk hukum serta Jumlah
dan Operasi cipta kondisi pelaku usaha serta Jumlah bahan/materi pengawasan pelaku usaha lingkungan laporan ian p data di bidang penindakan
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Bekasi serta kegiatan pengamanan unjuk rasa dan penertiban , becak, disiplin i peny i di bidang itoring, i dan
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Ter dan di

bidang data penyajian dan publikasi

Jumlah data penertiban, pelanggar perda yang tercatatan dan
didokumentasikan
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SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
Ter i is dan Ter analisis dan dalam rangka |Terlaksananya kegiatan analisis dan Terlaksananya kegiatan Ter i Ter analisis |Terlaksananya kegiatan Ter i Ter analisis dan penelaahan sesuai prosedur dan Tersedianya penyusunan bahan Terlaksananya pencatatan
penelaahan dalam rangka menyusun konsep, penyusunan konsep, draft dan bahan i ij di dalam rangka peny peny ifikasian, dan|p i dan dalam rangka ian dan analisis dan penelaahan peraturan yang berlaku dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang r dasi per penerimaan, pengeluaran dan
draft dan bahan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan antar lembaga konsep, draft dan bahan rekomendasi penelahaan data obyek kerja di materi dan peny i di data di bidang penyidikan dan barang |dalam rangka peny informasi p sumber daya manusia dan Pelaporan, Ti ianya bahan terkait i
bidang Keamanan di bidang d bidang bahan materi penyuluhan pelatihan di bidang satuan bidang data dan informasi hasil penindakan rekomendasi kebijakan di r i peny
masyarakat serta Terlaksananya kegiatan perlindungan masyarakat bidang penegakkan perda perencanaan anggaran, Tersedianya
analisis dan penelaahan dalam rangka dan perkada dokumentasi pencatatan
penyusunan rekomendasi di bidang perencanaan dan program,
pelanggaran disiplin Terkelolanya administrasi, surat
menyurat dan laporan kegiatan
Jumlah konsep, draft dan bahan laporan Jumlah konsep, draft dan bahan laporan rekomendasi kebijakan |Jumlah laporan analisis rekomendasi Jumlah i pe Jumlah yang Jumlah rekomendasi di bidang  |Jumlah data barang hasil penindakan |Jumlah laporan analisis Jumlah bahan i sumber daya ia ap: Jumlah bahan rekomendasi Jumlah kegiatan transaksi
rekomendasi kebijakan hubungan antar lembaga ij di bidang tertib masyarakat dilatih data dan informasi yang disusun rekomendasi p i dan Pel; penerimaan dan
masyarakat serta Jumlah laporan analisis dan dianalisi yang susun, Jumlah bahan pengeluaran yang
penyusunan rekomendasi di bidang rekomendasi perencanaan anggaran |dibukukan/dicatat sebagai
pelanggaran disiplin yang tersusun, Jumlah i i g
pencatatan perencanaan dan
program, Per
administrasi, surat menyurat dan
laporan kegiatan




PENGELOLA LAYANAN

PENGADMINISTRASI

PENGELOLA LAYANAN

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

Jumlah Kegiatan F Kasus

yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah
ini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang
Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan

Jumlah Data bahan Laporan Rekomendasi kebijakan pada
i antar

publik

Jumlah pengaduan publik yang dikelola
dan terselesaikan

Jumlah Terlaksananya kegiatan
pengelolaan bimbingan masyarakat

di bidang
pelatihan

Jumlah pendokumentasian di
bidang pelatihan yang
tercatat

data di bidang

Jumlah data Pel
masyarakat yang diolah

PRANATA TRANTIBUM (91) PENGELOLA TRANTIBUM (3) PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL (1) OPERASIONAL(0) PERKANTORAN (1) OPERASIONAL (0) 0
SASARAN 1 SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN
ter Kegiatan F Kasus Terlaksananya Pengelolaan Data bahan Laporan Ter i [ dan |Ter y i Ter i Terlaksana kegiatan Ter i [
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada i antar penyusunan laporan di bidang pengaduan |bimbingan masyarakat pencatatan dan pendokumentasian dan data dan penyusunan laporan

administrasi bukti permulaan dan
enyidikan

Jumlah laporan pengelolaan data
administrasi bukti permulaan dan
penyidikan

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN (3)

SASARAN

Ter y i dan
pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Jumlah dokumen kegiatan pada bidang kete
ketentraman masyarakat

PRANATA TRANTIBUM (72)

RAS| PENGELOLA LAYANAN PENGELOLA LAYANAN

A NANIORE L) OPERASIONAL (0) OPERASIONAL (0)
SASARAN SASARAN SASARAN

terkelolanya bahan dan peny laporan serta data Ter i Ter i

pengadaan barang di bidang barang persediaan

Jumlah laporan data kepegawaian dan pengelolaan barang

bahan dan penyusunan laporan di
bidang perencanaan

Jumlah bahan rekomendasi
perencanaan anggaran yang
tersusun

pendokumentasian dan
pengolahan daftar gaji aparatur

Jumlah kegiatan pengolahan
daftar gaji aparatur

SASARAN

PENGADMINSTRASI PERKATORAN (2)

PENGADMINSTRASI PERKATORAN

PENGADMINSTRASI

Ter y i K dan
Pengawasan pada bidang penegakkan
perda dan perkada

Jumlah pendokumentasian dan laporan
kegiatan

0) PERKATORAN (2)
SASARAN SASARAN
Ter i dan bahan dan Terkelolanya administrasi, surat Terlaksananya kegiatan

umum agar ter layanan tata usaha sesuai
dengan prosedur yang berlaku di bidang pengadministrasi umum

Jumlah data administrasi, surat menyurat dan laporan kegiatan

menyurat dan laporan kegiatan

pencatatan dan
pendokumentasian transaksi
keuangan

Per
surat menyurat dan laporan kegiatan

i,| Jumlah

keuangan yang tercatat




